
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DATRATI KABUPA:rEI{ TIALTITATIERA BARAT
r{oMoR 2 TA}rUr{ 2426

TEUTAITG

PERUBAIIAIY NETIGA ATAS PERATURAIT DATRAII KABUPATEN HALMAHERA BARA?
I{OMOR 6 ?AHUil 2OL6 TESTAITG PEMBEITTUKATT DA![ SUST'ITAIT

PERAIIGKAT DATRAH KABUPATEIT HALMAHERA BARAT

DEIIIGAIT RAHMAT TT'HAII YAITG MAHA ESA

BUPATI HALMAHTRA BANAT,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan poin t huruf b dan poin 2 huruf tr dan c Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor : l2A/5a34/SJ, tanggal 12 September 2A22
perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)
mengalnanatkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten /kota dapat berdiri sendiri dan/atau digabung
bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP3D) dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber
daya aparatur;

Lr. bahwa berdasarkan Surat Guhrernur Maluku Utara Nomor:
0008.8.1.1/3839/StrTDA tanggal 19 Agustus 2024 perihal Fasilitasi
Penataan Kelembagaan, dan Surat Guberrrur Maiuku Utara
Nomor:100.3.2/32IB.HUKUM tanggal 23 Januari 2426 perihal
Pemtrerial Nomor Register Ranperda Kabupaten Halmahera Barat, maka
perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf'a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Katrupaten Buru dan Kabupaten Ma1uku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor tr Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, I{almahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun
2A2A tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Al9
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional d,anlatau Stabilitas Sistem
Keuangan;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara
sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Penanganan Pandemi COVID-l9 dallatau da-larn Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekoncmian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundaag-undangan;
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2AI9 tentang Sistem Nasional llmu

Pengetahuan dan Teknologi;
9. Undang-unclang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Fengganli Und.ang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Id..:r.qa;

li..Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OI7 tentang Inovasi Daerah;
l4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2A$ tentang Perubahan Atas

Perat-uran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ql6 tentang Perangkat Daerah;
l5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2A2L tentang tsadan Riset dan

Inovasi Nasional;
l6.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 5 Tahun ZAfi tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenlKota
yarrg Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan;

l7.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tenta-ng
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang PemLrentukan Produk Hukum Daerah;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Katrupaten
Halmahera Barat;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2AZl
tentang Perutrahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun zUrc tentang Pembentukan dan Susun.an Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Nomor 6 Tahun 2ALO tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan Persetqiuan Bersama

DTWAN PERWATTILAIY RAKYAT DATRAH I{ABUPATEIT HALMA}IERA BARAT
daa

BUPATI HALMAIIERA BARAT

ilITilflUTUSKAH:

MenetapKaTT: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHBRA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2AT6 TENTANG PtrMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PBRANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 d,alam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 6 Tahun 2AL6 ftntang
PemLrentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat diubah dan
diganti dengan rincian :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1 diganti dan diubah, sehingga berbunyi sebrgai
berikut:

Pasal 2

e) 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan
pembangunan, riset, dan inovasi daerah.

d
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PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPA?I BARAr'

Diundangkan di : Jailolo
padatanggal :2] Januan 2A26

SEKRTTAAIS DATRAH
KABUPAITEIY HAI.MAHERA BARAT,

Nomor Register Pemerintah Propinsi Maluktt Utara ( 2 I 2026 )
l,embaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 Nomor 2

Salinan sesuai derugaru a.slinga
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Kab. Halmahera Barat

s.H. LL.M
bina Tk. I W/b
30128 200604 1 009

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag Hukum & Orgs

,<



PEI{JTLASAIT
PERATUNAN DAERAII KABUPATTIY HALMATISNA BARAT

NOMOR 2 TAHT'N 2426

TEIVTAISG
PERUBAI{AIT KETIGA ATAS PEBATURAIY DAERAII KABUPATEIT HALMAHTRA BARAT

NOIUOR 6 TAHUN 2,OL6 TEIiI?*ITG PTIlIBENTUKAIT DAIT SUSUilAII
PERAITGKAT DAERAII ITABUPATES HALMATIERA BARAT

I. UMUM

bahwa sesuai ketentuan poin I huruf tr dan poin 2 huruf b dan c Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor : 12O/5434/SJ, tanggal 12 September 2A22 perihal Pembentukan Badan
Riset dan Inovasi Daerah {BRIDA} mengamanatkan ba}rwa BRIDA d,ibentuk oleh
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dapat berdiri sendiri danlatau digatrung
bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah {BP3D} dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur, dan
berdasarkan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 0008.8.L.1/3539/SETDA tanggal
19 Agustus 2A24 perihal Fasilitasi Penataan Kelembagaan, dan $urat Gubernur Maiuku
Utara Nomor : 10O.3.2 /32|B.1IJUKUM tanggal 23 Januan 2026 perihal Pemtrerian
Nomor Register Ranperda Kabupaten Hahnahera Barat, maka perlu dilakukan
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten llalmahera Barat Tahun 2026 Nomor 2


